Implikasi Regulasi Cukai Hasil Tembakau (Studi Kasus Peredara n Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B Surakarta) by Wuryastuti, Andriyani et al.
1 
IMPLIKASI REGULASI CUKAI HASIL TEMBAKAU 
(Studi Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B Surakarta) 
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II 




 MAGISTER ILMU HUKUM
 FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA





IMPLIKASI REGULASI CUKAI HASIL TEMBAKAU 
(Studi Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B Surakarta) 









IMPLIKASI REGULASI CUKAI HASIL TEMBAKAU 
(Studi Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 




Telah dipertahankan di depan dosen Penguji 
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 
dan dinyatakan memenuhi syarat: 
1. Prof. Dr. Harun ,S.H.,M.Hum. ( ) 
2. ( ) 
3. ( ) 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Sekolah Pascasarjana 






Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 





IMPLIKASI REGULASI CUKAI HASIL TEMBAKAU (Studi Kasus 
Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
CukaiTipe Madya Pabean B Surakarta) 
ABSTRAKSI 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 merupakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Salah satu perubahannya antara lain 
adanya kenaikan tarif cukai rokok. Dengan peraturan yang baru tersebut 
pemerintah dapat menaikkan pendapatan APBN dari cukai. Namun di satu sisi, 
kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok tersebut ternyata mengakibatkan 
sejumlah pabrik rokok menengah ke bawah merasa berat dan dapat 
menghancurkan perusahaan rokok kecil. Hal ini mengakibatkan merebaknya 
peredaraan rokok ilegal bersamaan dengan ketatnya regulasi. Diperkirakan 
peredaran rokok illegal mencapai 4%-6% dari total produksi rokok yang mencapai 
320-340 miliar batang per tahun pada tahun 2014. Berdasarkan data KPPBC  Tipe  
Madya  Pabean B  Surakarta, bahwa tidak sedikit perusahaan industri rokok yang 
bangkrut baik karena kebijakan pemerintah, maupun karena kekalahan dalam 
persaingan. Tingginya harga bahan baku rokok, tembakau dan cengkeh, ditambah 
lagi dengan omzet atau penjualan yang tidak sesuai target. Sehingga berdasarkan 
data 2012-2014 menimbulkan akibat pelanggaran-pelanggaran peredaran rokok 
ilegal dengan berbagai merek. Beberapa pokok masalah yang akan dibahas, 
rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu:a)keberadaan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/ Tahun 1995 
tentang Cukai mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal di Surakarta; b) 
peran, fungsi dan wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Surakarta dalam menangani kasus rokok illegal di Surakarta; dan c) model 
pencegahan yang ideal untuk menekan peredaran rokok illegal, dengan 
menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-
doktrinal yang kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
datajumlah peredaran rokok ilegal yang terjaring oleh KPPBC  Tipe  Madya  
Pabean B  Surakarta dalam rentang waktu 2012-2014. 
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini: 1) Keberadaan Undang-Undang 
No.  39  Tahun  2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/ Tahun 
1995 tentang Cukai mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal di 
Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan eskalasi peningkatan jumlah peredaran 
rokok ilegal di Surakarta, dengan jenis pelanggaran yang variatif; 2) Peran, fungsi 
dan wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
dalam menangani kasus rokok illegal yang didasarkan pada Keputusan Direktorat 
Jendral Bea dan Cukai No: KEP 154/BC/2013 yang dicantumkan dalam Surat 
Edaran No: SE-08/BC/2014 Teantang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai, Kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai Madya, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Pratama (KPPBC 
Pratama) di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Periode 2014-2016; 
dan 3) Menggunakan metode proaktif models merupakan tawaran pencegahan 
yang ideal untuk menekan peredaran rokok illegal. 






Law No. 39 of 2007 is an amendment to Act No. 11 of 1995 on Excise. One of the 
changes include an increase in tobacco tax rates. With the new regulations, the 
government can raise budget revenue from excise duty. But on the one hand, the 
government's policy to raise the cigarette tax is apparently resulted in a number of 
cigarette factories to lower middle feel heavy and can be devastating to small 
tobacco companies. This resulted in the spread of illegal cigarettes peredaraan 
conjunction with strict regulations. Illegal distribution of cigarettes estimated to 
reach 4% -6% of total cigarette production reached 320-340 billion cigarettes per 
year in 2014. 
Based on data KPPBC Type Madya B Surakarta, that few companies go bankrupt 
the tobacco industry either because of government policy, as well as because of 
the defeat in the competition. The high price of raw materials for cigarettes, 
tobacco and cloves, coupled with a turnover or sales that do not meet the target. 
So based on data from 2012-2014 consequences of violations of illegal 
distribution of cigarettes in various brands. 
Some of the issues that will be discussed, the problem in this thesis, namely: a) 
the existence of Law Number 39 of 2007 on the Amendment of Law No. 11/1995 
on Excise resulted in many illegal distribution of cigarettes in Surakarta; b) the 
role, functions and authority of the Office of Supervision and Customs and Excise 
Surakarta in handling cases of illegal cigarettes in Surakarta; and c) prevention 
models are ideal to suppress the circulation of illegal cigarettes, by using the 
method of legal research conducted by the non-doctrinal approach is qualitative. 
The data used in this study is data on the number of illegal distribution of 
cigarettes netted by KPPBC Type Madya B Surakarta in the 2012-2014 time span. 
The conclusions of this study: 1) Kebederadaan Act No. 39 Year 2007 on the 
Amendment of Law No. 11/1995 on Excise creates an enormous circulation of 
illegal cigarettes in Surakarta. This is shown by the escalation of the increase in 
the number of illegal distribution of cigarettes in Surakarta, with varied types of 
offenses yanf; 2) The role, functions and authority of the Office of Supervision 
and Customs and Excise Surakarta in dealing with cases of cigarettes illegal based 
on the decision of the Directorate General of Customs and Excise No. KEP 154 / 
BC / 2013 specified in the Circular No: SE-08 / BC / 2014 Teantang 
Implementation Evaluation Main Office of Customs and Excise, the Office of 
Customs and Excise service Madya Utama, Control and service Office Customs 
and Excise type Primary (Primary KPPBC) in the Directorate General of Customs 
and Excise Period 2014-2016; and 3) Using the proactive method of prevention 
models are ideal bid to suppress the illegal distribution of cigarettes. 







Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang 
bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan publikguna menjaga 
kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal 
ini ialah terkait dengan penanganan terhadap peredaran rokok illegal sebagai 
upaya penerapan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 
Tahun 1995 tentang cukai. Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-
barang tertentu yang memiliki karakteristik sesuaiketetapan undang-undang. 
Karakteristik yang ditetapkan antara lain meliputi: 1). konsumsinya perlu 
dikendalikan; 2). peredarannya perlu diawasi; 3). pemakaiannya dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau 4). 
pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan. 
Penambahan tampak pada peluang penambahan atau pengurangan BKC, 
yakni pada pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penambahan dan 
pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Penambahan dan pengurangan jenis BKC ini disampaikan kepada alat 
kelengkapan DPR-RI di bidang keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan 
dimasukkan dalam RUU–APBN.Penegasan karakteristik BKC dapat menjadi 
landasan dan kepastian hukum untuk memperluas barang kena cukai sesuai 
dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai.Ada dua hal yang dapat dicapai 
oleh pemerintah melalui penambahan objek cukai, yaitu berjalannya fungsi 
penerapan cukai sebagai alat pengawasan dan pegendalian sekaligus 
meningkatkan penerimaan cukai. 
Pada UU tersebut, pungutan cukai tembakau dikenakan terhadap barang-
barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Telah terjadi 
pergeseran alasan pemungutan cukai hasil tembakau, dari yang awalnya untuk 
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penguatan keuangan Negara menjadi sarana pembatasan peredaran dan 
pemakaiannya. 
Dampak terhadap kesehatan menjadi alasan kuat dalam peningkataan tarif 
cukai rokok setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/ 
Tahun 1995 tentang Cukai. Penetapan tarif yang tinggi setiap tahun ini 
mengusung misi yang selaras dengan ketentuan FCTC. Pertimbangan syarat 
pemungutan pajak yang harus adil dan tidak mengganggu perekonomian justru 
dikesampingkan. Hal ini berimbas pada semakin berkurangnya perusahaan 
rokok di Indonesia yang memiliki label cukai namun sama sekali 
tidakmengurangi pertumbuhan produksi rokok skala kecil rumahan dan 
menengah. Itulah sebabnya peredaran rokok illegal masih “membanjir” di 
pasaran.1 
Penelitian ini berdasar pada penelitian hukum dengan pendekatan non-
doktrinal kualitatif. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan 
sebagi keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat, tetapi juga lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya 
kaidah tersebut dalam masyarakat. Di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat 
keterkaitan antara faktor hukum dan faktor ekstra legal yang berkaitan dengan 
objek penelitian. 
Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini, yakni: a) Mengapa 
keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11/ Tahun 1995 tentang Cukai mengakibatkan 
banyaknya peredaran rokok illegal di Surakarta?, b) Bagaimana peran, fungsi 
dan wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
dalam menangani kasus rokok illegal di Surakarta?, dan c) Bagaimana model 
pencegahan yang ideal untuk menekan peredaran rokok illegal? 
1Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek, 2014. KRETEK (Kemandirian dan Kedaulata Bangsa 




Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian 
ini analisis akan dilakukan dengan  metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini 
analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis 
taksonomis, dan analisis komponensial. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 
Dampak terhadap kesehatan menjadi alasan kuat dalam peningkataan tarif 
cukai rokok setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/ 
Tahun 1995 tentang Cukai. Penetapan tarif yang tinggi setiap tahun ini 
mengusung misi yang selaras dengan ketentuan FCTC. Pertimbangan syarat 
pemungutan pajak yang harus adil dan tidak mengganggu perekonomian justru 
dikesampingkan. Hal ini berimbas pada semakin berkurangnya perusahaan 
rokok di Indonesia yang memiliki label cukai namun sama sekali 
tidakmengurangi pertumbuhan produksi rokok skala kecil rumahan dan 
menengah. Itulah sebabnya peredaran rokok illegal masih “membanjir” di 
pasaran. 
Peredaran rokok illegal yang “diperparah” oleh kenaikan cukai tembakau 
akan memacu peredaran rokok ilegal dan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
massal. Menurut perspektif Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), 
hal tersebut terlihat seiring dengan sikap pemerintahan Jokowi-JK yang 
meneruskan upaya memeras industri tembakau melalui lonjakan target cukai 
tembakau tahun 2016. Selanjutnya, ancaman hancurnya industri rokok semakin 
nyata dengan kenaikan target cukai secara eksesif menjadi Rp148,9 triliun atau 
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mengalami kenaikan sebesar 23% dibandingkan dengan target cukai 2015 yang 
disahkan sebesar Rp120,6 triliun rupiah.2 
Hasil penelitian dengan eskalasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah 
peredaran rokok ilegal di Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Data 
tersebut diantaranya; a) Pada tahun 2012 dengan tidak dilekati pita cukai: 5.679 
bungkus dan yang dilekati pita cukai palsu/bekas: 11.928 bungkus; b) Pada 
tahun 2013 dengantidak dilekati pita cukai: 28.275 bungkus;  dan c) Tahun  
2014 dengan tidak dilekati pita cukai: 29.500 bungkus dan yang dilekati pita 
cukai palsu/bekas: 30.236  bungkus. Hal tersebut tentu tidak sesuai denganUU 
Nomor 39 Pasal 5 ayat (1, 2, dan 3) Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai; dan pita cukai yang diatur dalam 
Permenkeu Nomor 105/KMK.05/1997. Kenaikantarif cukai sebagai  upaya 
penguatan keuangan negara yang kemudian bergeser pada sarana pembatasan 
peredaran dan konsumsi rokok ikut berdampak pada pertumbuhan jumlah 
produksi rokok legal (yang memiliki pita cukai) semakin menurun, namun 
produksi dan peredaran rokok illegal semakin menunjukkan tren yang 
meningkat di pasaran. 
B. Pembahasan 
Dampak terhadap kesehatan menjadi alasan kuat dalam peningkataan tarif 
cukai rokok setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/ 
Tahun 1995 tentang Cukai. Penetapan tarif yang tinggi setiap tahun ini 
mengusung misi yang selaras dengan ketentuan FCTC. Pertimbangan syarat 
pemungutan pajak yang harus adil dan tidak mengganggu perekonomian justru 
dikesampingkan. Hal ini berimbas pada semakin berkurangnya perusahaan 
rokok di Indonesia yang memiliki label cukai namun sama sekali 
tidakmengurangi pertumbuhan produksi rokok skala kecil rumahan dan 
2 R. Wibisono, http://www.madiunpos.com/2015/09/01/cukai-tembakau-kenaikan-cukai-rokok-23-
pacu-peredaran-rokok-ilegal-dan-phk-massal-638361Selasa, 1 September 2015 14:05, diakses 
pada tanggal 21 Maret 2015 pukul 20.30 WIB. 
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menengah. Itulah sebabnya peredaran rokok illegal masih “membanjir” di 
pasaran. 
Namun bila ditengok secara lebih kritis, pada kenyataannya tujuan FCTC 
tidak memiliki kaitan fundamental terhadap isu kesehatan terkait tembakau 
yang selama ini digembar-gemborkan sebagai ancaman terbesar manusia. Kita 
patut mencurigai agenda hukum internasional dibalik pengendalian tembakau. 
FCTC yang diprakarsai oleh WHO justru meletakkan hubungan yang saling 
menguntungkan bagi agenda ekspansi global industri tembakau dunia. Di sini 
pemenangnya akan ditentukan oleh kekuatan modal sebagai dasar bagi seluruh 
tata ekonomi kapitalisme moderen saat ini. 
Di sisi lain, modus kepentingan asing terhadap tembakau nasional 
‘berkedok’ isu kesehatan bermula dari Surgeon General dengan ‘menabuh 
genderang perang’ anti tembakau yang melakukan persekutuan dengan 
berbagai perusahaan-perusahaan farmasi dunia, Fremwork Convention 
Alliansce (FCA),  organisasi masyarakat sipil dan Bloomberg melalui program 
filantropis yang biasa disebut Bloomberg Initiative.  Dan Negara-negara yang 
menjadi sasaran dari perang anti tembakau ini adalah; Indonesia, China, Mesir, 
Bangladesh, India, Rusia, Thailand, Filipina, dan Brazil.3 
Melalui sokongan dana yang diberikan Bloomberg dan perusahan-
perusahaan farmasi multinasional, persekutuan dan gerakan ini berhasil 
memasukkan agenda ke dalam kerangka kebijakan internasional WHO. 
Dengan alih-alih menjadikan kepentingan publik sebagai alasan dari perang 
global anti-tembakau, namun tidak lebih dari satu kemasan untuk melegitimasi 
tujuan utama, WHO mendorong negara-negara di dunia untuk memberlakukan 
kebijakan sesuai kerangka rezim kesehatan seperti yang tampak dalam UU  
Nomor 28 Tahun 1947. Namun dalam peraturan UU Nomor 39 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
3Fremwork Convention Alliansce (FCA) merupakan lembaga yang menaungi 350 NGO di lebih 
dari 100 negara untuk saling bertukar informasi terkait aktifitas anti tembakau internasional. 
Lembaga ini didukung ahli-ahli di bidang kesehatan dan perdagangan yang memperkuat 
argument-argumen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera mengesahkan peraturan 
internasional tentang pengendalian tembakau, dalam Ibid. Koalisi Nasional Penyelamatan 
Kretek: 2014. Hal. 92. 
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Cukai penggunaan jargon demi kepentingan kesehatan publik tidak diletakkan 
pada rasionalitas yang proporsional dengan melakukan pengindahan terhadap 
peran sosial, ekonomi, politik, dan budaya.4 Tujuan utamanya adalah untuk 
memuluskan jalan pengganti pemanfaatan nikotin alami (C10H14N2)5  dari 
tembakau dengan produk-produk rekayasa nikotin yang telah dikantongi hak 
patennya. 
Kenyataannya di sisi yang lain, sejauh itu menyangkut persoalan hukum, 
akan selalu terjadi friksi antara negara dan masyarakat. Dalam banyak hal, 
hukum dan pengadilan negara sebagai institusi modern terlampau teknis, 
tertutup, formalistik, dan prosedural sehingga menjadi penyebab sulitnya 
akomodasi keragaman persoalan dan aspirasi masyarakat dalam memperoleh 
keadilan. Sifat pengadilan yang teknis, tertutup, dan birokratis menyebabkan 
masyarakat yang umumnya memang belum siap menjalankan aturan dan 
mekanisme tersebut sulit memasukinya. Di pihak lain, masyarakat begitu plural 
memiliki aspirasi dan kebutuhan yang juga begitu heterogen (bahkan ada yang 
bersifat transendental-kultural), sehingga amat sulit diartikulasi dalam bingkai 
hukum yang menuntut perumusan yang jelas, tegas, spesifik, dan rasional. Oleh 
karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendof, mimbar hukum dan 
pengadilan acapkali merupakan suatu panggung di mana lapisan masyarakat 
yang satu mengadili lapisan yang lain.6 
Dalam konteks cukai Hasil Tembakau (HT), secaraformal cukai dan  pajak 
harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan  dalam  
pemungutan. Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-
undang haruslah jelas, sederhana, dan mudah dimengerti baik oleh fiskus 
maupun oleh pembayar. Timbulnya konflik mengenai interpretasi 
4 Dampak rokok bagi kesehatan dan psikologi. (terlampir). 
5 Nikotin (C10H14N2) zat yang identik dan secara alamiah terkandung dalam tembakau. Pada zat 
nikotin ini kemudian diketahui para ahli farmakologi dan ilmuan kesehatan memiliki banyak 
manfaat. Berdasarkan penelitian, nikotin berfungsi untuk meringankan nyeri, gelisah dan 
depresi. Selain itu juga, nikotin dapat meningkatkan konsentrasi bagi penyandang kelainan 
hiperaktivitas dan lemah dalam pemusatan perhatian serta dapat membantu penderita skizofrenia 
akut, sindrom taurette, Parkinson dan Alzheimer, dalam Loc.CitKoalisi Nasional Penyelamatan 
Kretek: 2014. Hal. 84 
6 Ralf Dahrendof, Law and Order, London: Stevens, 1985. Hal. 10 dalam  Bernard L. Tanya, 
Hukum dalam Ruang Sosial, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2011. Hal. 31 
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atautafsirantentang pemungutan cukai dan pajak akan berakibat pada 
terhambatnya pembayaran itu sendiri. Di sisi lain, pembayar cukaidan pajak 
akan merasabahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung 
merugikandirinya sebagai pembayar. 
4. PENUTUP
A. Kesimpulan 
1. Keberadaan Undang-Undang No.  39  Tahun  2007 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai
mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal di Surakarta. Hasil
penelitian dengan eskalasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah
peredaran rokok ilegal di Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Data
tersebut diantaranya; a) Pada tahun 2012 dengan tidak dilekati pita cukai:
5.679 bungkus dan yang dilekati pita cukai palsu/bekas: 11.928 bungkus;
b) Pada tahun 2013 dengantidak dilekati pita cukai: 28.275 bungkus;  dan
c) Tahun  2014 dengan tidak dilekati pita cukai: 29.500 bungkus dan yang
dilekati pita cukai palsu/bekas: 30.236  bungkus. Hal tersebut tentu tidak 
sesuai denganUU Nomor 39 Pasal 5 ayat (1, 2, dan 3) Tahun 2007 
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai; dan 
pita cukai yang diatur dalam Permenkeu Nomor 105/KMK.05/1997. 
Kenaikantarif cukai sebagai  upaya penguatan keuangan negara yang 
kemudian bergeser pada sarana pembatasan peredaran dan konsumsi 
rokok ikut berdampak pada pertumbuhan jumlah produksi rokok legal 
(yang memiliki pita cukai) semakin menurun, namun produksi dan 
peredaran rokok ilegal semakin menunjukkan tren yang meningkat di 
pasaran. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan UU Nomor 39 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, pada 
Pasal 4 ayat (2) memberi penambahan objek cukai dengan tujuan untuk; 
a) fungsi penerapan cukai sebagai alat pengawasan; dan b) pengendalian
sekaligus meningkatkan penerimaan cukai. 
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2. Peran, fungsi dan wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Surakarta dalam menangani kasus rokok illegal di Surakarta
adalah:
a. Perannya berupa: 1) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-
barang berbahaya; 2) Melindungi industri tertentu didalam negeri dari
persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; 3)
Memberantas penyeludupan; 4) Melaksanakan tugas titipan dari
instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang
yang melampaui batas-batas negara; 5) Memungut bea keluar dan
pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan
keuangan negara; dan 6) Menerapkan wawasan dan sanksi dalam
artian agar peraturan dapat ditaati dengan baik dan secara sadar
hukum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Bea dan
Cukai No: KEP 154/BC/2013 yang dicantumkan dalam Surat Edaran
No: SE-08/BC/2014 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Madya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Tipe Pratama (KPPBC Pratama) di Lingkungan Direktorat Jendral
Bea dan Cukai Periode 2014-2016.
b. Fungsinya berupa: 1) Pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan
dan cukai, serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan
pemberitahuan pengangkutan barang; 2) Penyidikan dibidang
kepabeanan dan cukai; 3) Pengelolaan dan pemeliharaan secara
operasi, sarana komunikasi, dan senjata api; 4) Pelaksanaan
pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara
lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai; 5)
Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan dibidang kepabeanan dan
cukai; 6) Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor
barang, nilai pabean, fasilitas ekspor impor, dan pemeriksaan fisik; 7)
Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan sanksi
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administrasi berupa denda; 8) Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, 
pembongkaran, penimbunan barang, serta pengawasan pelaksanaan 
pengeluaran barang keluar dan dari kawasan pabean; 9) Penelitian 
dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, dan 
urusan perusakan pita cukai; 10) Pembukuan dokumen kepabeanan 
dan cukai serta dokumen lainnya; 11) Pengendalian dan pelaksanaan 
urusan perizinan kepabeanan dan cukai; 12) Pemeriksaan pabean dan 
pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang 
ditempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, 
pengelolaan tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan 
berikat, dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai; 13) Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan 
kepabeanan dan cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen 
kepabeanan dan cukai; dan 14) Pelaksanaan administrasi kantor 
pengawasan dan pelayanan yang baik. Hal ini sesuai dengan 
Keputusan Direktorat Jendral Bea dan Cukai No: KEP 154/BC/2013 
yang dicantumkan dalam Surat Edaran No: SE-08/BC/2014 Tentang 
Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Madya, Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Pratama (KPPBC Pratama) 
di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Periode 2014-2016. 
c. Wewenangnya berupa: 1) Pencegahan; 2) Penelusuran (berupa
penyidikan) ; 3) Pengawasan; 4) Penindakan dengan Surat Bukti
(berupa sidak); 6) Pemeriksaan; dan 7) Memberikan sanksi
administratif. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Bea
dan Cukai No: KEP 154/BC/2013 yang dicantumkan dalam Surat
Edaran No: SE-08/BC/2014 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Madya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tipe Pratama (KPPBC Pratama) di Lingkungan Direktorat
Jendral Bea dan Cukai Periode 2014-2016.
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3. Proaktif model merupakan tawaran pencegahan yang ideal untuk
menekan peredaran rokok ilegal bila dilihat dari beberapa aspek,
diantaranya:
a. Aspek Eksekutif dan Legislatif membuat kebijakan yang
menpermudah pengusaha rokok kecil dan menengah agar tetap
kompetitif di pasaran dan tidak memproduksi rokok ilegal,
diantaranya:
1) Membuat regulasi pemberian pinjaman modal bagi pengusaha
rokok kelas kecil dan menengah. Modal ini bisa dipinjamkan
melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
dengan menambah anggaran bagi daerah sebesar 3% yang
sebelumnya hanya 2%. Kebijakan ini bisa inklud ke dalam
program pengembangan dan pembinaan industri di berbagai
daerah; dan
2) Pemungutan pajak rokok yang syarat akan nilai keadilan, yakni
sesuai dengan tujuan hukum. Adil dalam undang-undang adalah
pengenaan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Dengan ini berarti bahwa HJE pita
cukai yang dijual kepada pengusaha rokok oleh bea dan cukai
harus tidak diperbolehkan ‘pukul rata’. Artinya harus ada
klasifikasi harga yang sesuai dengan kekuatan modal yang
dimiliki.
b. Aspek DJBC yang harus mereformasi beberapa sistem dan regulasi
yang selama  ini dijalankan, diantaranya:
1) Sentralisasi birokrasi di tingkat KPPBC, misalnya pengurusan izin
NPPBKC yang harus diajukan kepada Kementrian Keuangan dan
permohonan penyediaan pita cukai HT ke kantor pusat idealnya
disentralisasikan di KPPBC karena selain waktu kepengurusan




2) DJBC beserta Kemenkeu harus memperjelas fungsi anggaran
DBH-CHT karena selama ini DBH-CHT memiliki kekaburan
makna dan menciptakan kebingungan dalam peruntukannya.
Idealnya kepentingan atas pemanfaatan DBH-CHT
harusdidekatkan dengan program-program pengembangan petani
tembakau, olahan HT konsumen rokok sebagai konsumen
pembayar utama cukai tembakau.
3) Aspek KPPBC Tipe B Madya  Pabean  Surakarta  memerlukan sistem
pelayanan yang cepat dengan melakukan pembenahan pada level
SDM dan peningkatan efektifitas Sistem Aplikasi Cukai (SAC),
melakukan pencegahan dengan lebih menggunakan sistem sosialisasi,
dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan
pembinaan terhadap perusahaan rokok ilegal yang terdata berdasarkan
temuan.
B. Rekomendasi 
Pengakomodiran dampak kesehatan dan peningkatan pajak cukai HT 
dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 
Tahun 1995 tentang cukai, sehingga memberi peluang peningkatan tarif cukai 
terjadi setiap tahun karena ikut ditopang oleh produk undang-undang yang 
lain. Hal ini kemudian berimplikasi pada kolapsnya perusahaan rokok kelas 
kecil dan menengah yang mengantongi izin dan terbukanya peluang bagi 
perusahaan rokok illegal untuk menutupi kebutuhan pasar yang ditinggalkan. 
Terkait dengan hal tersebut, saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara 
lain: 
1. Segala poin-poin yang berpotensi menciptakan peningkatan pajak cukai di
dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11
Tahun 1995 tentang cukai harus ditinjau kembali apabila pemerintah




2. Dalam menjalankan peran, fungsi, dan wewenang Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta tidak akan
berjalan baik tanpa tersedianya SDM yang cukup memiliki kapabilitas
yang baik. Maka solusi penambahan pegawai dan pelatihan untuk
meningkatkan kapabilitas pegawai sangat diperlukan, mengingat beban
kerja dan luas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab
KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta.
3. Dengan melihat modus kepentingan asing terhadap tembakau nasional
‘berkedok’ isu kesehatan maka seharusnya negara dalam hal ini mampu
berdiri sebagai pelindung bagi para petani tembakau dan pihak-pihak
dalam negeri yang bergerak di sektor HT, bukan justru membebankan
mereka dengan sedemikian banyak regulasi yang dapat menyulitkan dan
bahkan menghantarkan pihak dalam negeri yang bergerak di bidang HT
ini kolaps. Persoalan keterbatasan finansial merupakan masalah utama
pengusaha HT dalam negeri. Sehingga pada akhirnya kekuatan modal
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